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ABSTRAK :

CATATAN :

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Tengah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan
KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan
KPU Nomor 14 Tahun 2020; Surat Edaran KPU Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Tata Cara Pelayanan Informasi
Publik; Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik; Tata Cara
Pengecualian Informasi; Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik; Tata Cara

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi; Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.

Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2021.

Lampiran 10 halaman.



